
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PETUNJUKTEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADANGAJIKETIGA
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SAUNAN



Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) darr/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan MenjadiUndang-Undang
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

7. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan KeduaAtas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4028);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6477);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6057);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6322);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Kepada
Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022 (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor98, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6787);

15.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor1781);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2010 Nomor02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten TabalongNomor02 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
02);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten TabalongNomor03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
03);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor09 Tahun 2017
tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabalong (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2017
Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor03);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun
2021 Nomor11);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 40), sebagaimana
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DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenanganDaerah Otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Negaraadalah Bupati dan WakilBupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, yang merupakan
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraPemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRDadalah Ketua dan WakilKetua DPRDKabupaten Tabalong.

7. AnggotaDPRDadalah AnggotaDPRDKabupaten Tabalong.
8. PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Aparatur SipilNegara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaianuntuk
menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPKadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

Pasall

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUKTEKNISPEMBERIAN
TUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELASKEPADA
APARATURNEGARAYANG BERSUMBERDARI ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUN2022.

MEMUTUSKAN:

telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
PerwakilanRakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor03);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
TabalongNomor61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2022 Nomor09);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2021 Nomor69);
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(3) PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a tidak termasuk PNSyang
sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di
luar Perangkat Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal2
(1) Pemerintah Daerah memberikanTunjangan Hari Rayadan GajiKetigaBelas

Tahun 2022 kepada Aparatur Negaradi Daerah.

(2) Aparatur Negaradi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. PNSdan CalonPNS;
b. PPPK;
c. Pejabat Negara;
d. Pimpinan dan AnggotaDPRD;
e. PimpinanBadan LayananUmumDaerah, yang terdiri atas:

1.DewanPengawas;dan
2. Pejabat Pengelola,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Pegawai Non-PegawaiASNyang bertugas pada Perangkat Daerah yang
menerapkan pola pengelolaanBadan LayananUmumDaerah.

BABII
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA

DANGAJIKETIGABELAS

12. Hari Rayaadalah Hari RayaIdul Fitri.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

dokumenyang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayaryang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen

yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA)atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)atau dokumen lain
yang dipersamakan.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2Dadalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berdasarkan SPM.

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah.

10. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai Non-PegawaiASNadalah pegawai yang bertugas pada Perangkat
Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
UmumDaerah di LingkupPemerintah Daerah.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat Daerah,
Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit UmumDaerah, Kecamatan.
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(1) PegawaiNon-PegawaiASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf f hanya diberikanTunjanganHari Rayadan tidak diberikanGajiKetiga
Belasdenganmemenuhipersyaratan sebagaiberikut:

Pasal8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf a terdiri atas:
a. 80%(delapanpuluh persen)dari gajipokokPNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling
banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan
kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat
jabatannya atau kelasjabatannya setara.

Pasal6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling banyak sebesar
akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan
Pimpinan dan AnggotaDPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yangmengatur hak keuangan dan administratifPimpinandan Anggota
DPRD.

Pasal5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf c terdiri atas:
a. gajipokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedudukan keuangan kepala daerah dan wakilkepala daerah.

Pasal4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi PNS dan PPPKsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf a dan huruf b terdiri atas:
a. gajipokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasa13

(4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
Bupati dan WakilBupati.
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PasallO
Terhadap Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan
sebagaimana mestinya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tidak termasuk:
a. insentif kinerja;
b. insentif kerja;
c. tunjangan pengelola arsip statis;
d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan

lain yang sejenis;
e. tunjangan pengamanan;
f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
h. insentif khUSUS;
1. tunjangan khUSUS;
j. tunjangan pengabdian bagi PNSyang bekerja dan bertempat tinggal di daerah

terpencil;
k. tunjangan selisih penghasilan;
1. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang­

undangan atau peraturan intemal Pemerintah Daerah; dan
m. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang meliputi tunjangan
atau dengan sebutan lain diluar ketentuan tentang Gaji Pokok, Tunjangan
Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan,
Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, tunjangan
yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan PNS.

Pasal9

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok
organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya
dapat diberikan apabila:
a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima
Tunjangan Hari Raya; atau

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Warga Negara Indonesia;
b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas

pokok Organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama
1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian
kerja;

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Be1anjaDaerah; dan

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/ atau telah
menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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--- -- --------------------------------------

(2) Dalamhal penerima GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji KetigaBelas, kelebihan pembayaran Gaji
KetigaBelas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal penerima Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji KetigaBelas,
Gaji KetigaBelas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji KetigaBelas yang
nilainya palingbesar.

Pasal14

(3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli
Tahun 2022.

(2) Gaji KetigaBelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu)bulan pada Bulan Juni Tahun 2022.

(1) Gaji KetigaBelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan
palingcepat pada bulan Juli Tahun 2022.

Pasal13

(2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya - sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan
pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)Tunjangan Hari
Raya, Tunjangan Hari Rayayang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari
Rayayang nilainyapalingbesar.

Pasal 12

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan April
Tahun 2022.

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan palingcepat 10 (sepuluh)hari kerja sebelum tanggalHariRaya.

(2) Dalamhal Tunjangan HariRaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1)belum
dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
HariRaya.

Pasal 11

BAB III
PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADAN

GAJIKETIGABELAS
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Pasal21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati TabalongNomor
29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal20

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas Tahun 2022
bersumber dari AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.

Pasal 19

BABV
PENDANAAN

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPMdan SP2DTunjangan Hari Raya
dan Gaji KetigaBelas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasa118

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNSyang mengalami
mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan GajiKetigaBelas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal17

(1) Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tabalong.

(2) SPMTunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dibuat tersendiri dan terpisah dari SPMgaji bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan
untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan GajiKetigaBelas.

Pasal16

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD).

Pasal 15

BABIV
TATACARAPEMBAYARAN
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BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2022 NOMOR 13

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 April 2022

ANANGSYAKHFIANI

BUPATITABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 ;2 ,,:,pI' i 1 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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